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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Persepsi Masyarakat. 
A. 1. Kasus I 
Persepsi pada hakekatnya adalah merupakan proses penilaian 
seseorang terhadap obyek tertentu, menurut Young “ persepsi merupakan 
aktivitas pengindera, mengintegrsikan, dan memberikan penilaian terhadap 
obyek-obyek fisik maupun obyek sosial, dan penginderaan tersebut 
tergantung pada stimulus phisik maupun stimulus sosial yang ada di 
ingkungannya
1
 Berawal dari sebuah kasus yang menimpa beberapa 
nelayan di sebuah pulau kecil di wilayah Kabupaten jepara, yang dikenal 
dengan Karimun Jawa yang mengambil besi-besi tua yang ada di dasar 
laut atas permintaan seorang anggota polsek karimun jawa, dan kebetulan 
saat itu para nelayan tidak sedang melaut karena musim barat. Pada 
mulanya para nelayan ragu-ragu karena dahulu tidak boleh mengambil 
besi- besi tua di dasar laut, keraguan itu disampaikan kepada sang polisi, 
dan dijwab oleh sang polsi,dengan menagatakan demikian “ yang tidak 
boleh itu dikawasan Indonor” indonor adalah sebuah perahu -Indonesia 
norwegia yang tenggelam dan itulah yang tidak boleh di ambil.  
Maka dengan senang hati sebanyak 7 (tujuh) orang nelayan 
melakukan kegiatan untuk mengambil barang berupa besi-besi di laut dan 
bukan kawan indonor yang dimaksud oleh “sang polisi” kemudian 
hasilnya diberikan kepada “sang polisi” dengan imbalan sejumlah uang, 
                                                 
1 http/www.infoskripsi.com/article/pengertian-persepsihtml 
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dan dibelikan beras untuk kelangsungan kehidupannya sehari-hari dengan 
demikian selesailaj hubungan antara “sang plisi” dengan para nelayan. 
Namun tidak demikian kenyataanya selang beberapa hari ketujuah nelayan 
ditangkap di rumahnya masing-masing  oleh Polair dari Polda Jateng 
karena dianggap merusak Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan 
Ekosistemnya,walaupun yang sebenarnya ditangkap oleh Pol Air Polda 
Jateng adalah ”sang polisi” ketika membawa hasil pengambilan besi-besi 
oleh nelayan dari karimun menuju Jepara, namun ”sang polisi” hanya 
sebagai saksi dan para nelayan didakwa melakukan tindak pidana kegiatan 
yang mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Zona  Inti Taman 
Nasional  sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (1) Jo pasal 19 ayat (1) 
dan pasal 33 ayat (1) UU no.5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber 
Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH 
Pidana. 
Proses ini berlanjut kemeja hijau- persidangan dan  para terdakwa 
terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dianggap secara bersama-
sama melakukan kegiatan yang merusak Zona  Inti Taman Nasional  
sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (1) Jo pasal 19 ayat (1) dan pasal 
33 ayat (1) UU no.5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam 
Hayati Dan Ekosistemnya Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. 
Untuk membandingkan persepsi baik oleh Polisi, Jaksa, Hakim dan 
penasehat Hukum, kita lihat tanggapan ( Pleidoi) Penasehat hukum atas 
permasalahan/kasus para nelayan di lihat dari fakta sosial, fakta hukum 
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untuk memberikan suatu penelian terhadap persepsi, pemebelaan oleh 
penasehat hukum sebagai berikut : 
Sebelum kami mengucapkan nota pembelaan (pleidoi), 
perkenankanlah kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 
yang telah memberikan curahan rahmat dan kenikmatan yang tiada 
terhingga, yang salah satunya adalah berupa kesehatan baik phisik dan 
kesehatan pikiran dalam rangka menemukan hakekat kebenaran dan 
keadilan. 
Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada majelis hakim yang 
telah memimpin persidangan ,yang telah dengan tegas dan teliti dengan 
maksud tidak lain adalah untuk memperoleh dan mengungkapkan 
kebenaran materiil atas perkara  no. 243/Pid.B/2008/PN.Jpr  sebagaimana 
didakwakan terhadap diri terdakwa  LAPANCIK BIN LABANDA, 
ACHMAT JUBAIDI BIN KARINI, MUFARIDHO BIN NURHADI, 
SAMSUDIN BIN SAWAR, TAKUL BIN MATSANI, CHOIRUDIN BIN 
KAYAT, MUHAMMAD ZAENI BIN ACHMAT JUBAIDI. 
Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada jaksa penuntut 
umum yang dengan daya upaya untuk membantu menemukan kebenaran 
dan keadilan di tinjau dari sudut kepentingannya sebagai jaksa penuntut 
umum. Hal ini mungkin akan berbeda dengan kami selaku penasehat 
hukum dari Para Terdakwa LAPANCIK BIN LABANDA, ACHMAT 
JUBAIDI BIN KARINI, MUFARIDHO BIN NURHADI, SAMSUDIN 
BIN SAWAR, TAKUL BIN MATSANI, CHOIRUDIN BIN KAYAT, 
MUHAMMAD ZAENI BIN ACHMAT JUBAIDI, yang mempunyai 
pandangan lain yang sebaliknya ; Oleh karena itu persoalan yang kami 
uraikan dalam nota pembelaan ( pleidoi) ini, tidak semata-mata hanya 
persoalan hukum tetapi juga tujuan pemidanaan, khususnya hukum pidana 
yang mencari kebenaran materiil, untuk mencapai keadilan dan daya guna 
serta manfaatnya. Sebagaimana diketahui  legal system is not a machine; 
it is run by human beings, maka untuk mewujudkan keadilan, faktor  
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manusia – perilakunya-  tidak hanya dilihat dari apa yang tampak oleh 
panca indera kita, tetapi juga  memahami manusia dalam proses penegakan 
hukum selalu melakukan interaksi dengan lingkungannya yang dilandasi 
oleh budaya agar hubungan mereka lebih bermakna; Hubungan mereka 
dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya agar dapat berjalan 
dengan tertib dan teratur, karena ketertiban merupakan salah satu 
kebutuhan utama dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. 
 
1. SURAT DAKWAAN : 
Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang terhormat. 
Sebagaimana diketahui bahwasanya dalam tiap-tiap perkara 
pidana, surat dakwaan adalah sangat penting  karena  merupakan dasar 
dari pemeriksaan dan menjadi dasar putusan pengadilan . 
Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan 
dakwaan terhadap ParaTerdakwa SAMSUDIN BIN SAWAR, 
MUFARIDHO BIN NURHADI, LAPANCIK BIN LABANDA, 
ACHMAT JUBAIDI BIN KARINI, MUHAMMAD ZAENI BIN 
ACHMAT JUBAIDI, CHOIRUDIN BIN KAYAT,TAKUL BIN 
MATSANI sebagai berikut : 
Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana kegiatan yang 
mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Zona  Inti Taman Nasional  
sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (1) Jo pasal 19 ayat (1) dan pasal 
33 ayat (1) UU no.5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam 
Hayati Dan Ekosistemnya Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana 
2. FAKTA-FAKTA DI PERSIDANGAN : 
Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan atas keterangan saksi-
saksi ,petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa terungkap fakta-
fakta yang diuraikan sebagai berikut : 
a. Keterangan Saksi – Saksi : 
1. H. Sulkan bin (alm) Sujak  ,setelah bersumpah saksi menerangkan pada 
intinya sebagai berikut : 
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 Saksi adalah pemilik kendaraan Truck No.Pol. K.1342 LA. Warna 
kuning Yang dibawa sopir  Ronji  dan kenek Tarmudi ( kemudian 
ditunjukkan foto kendaraanya)  dan saksi membenarkan. 
 Saksi dapat laporan dari sopir bahwa trucknya ditangkap oleh Polda 
Air. 
 Mengapa tidak dibawa sendiri ? kata sopirnya tidak berani karena yang 
dimuat (besi) ada masalah, oleh karenanya dibawa oleh petugas polsek 
sendiri. 
 Pada waktu ditangkap oleh Pol Air dalam penyeberangan dari Karimun 
menuju Jepara, Truck tidak dibawa sopir sendiri melainkan dibawa 
oleh duan anngota polsek Karimunjawa. 
 Sekarang Truck ditahan, selanjuntya saksi tidak tahu.  
2. Tarmundji bin Khosim, setelah bersumpah saksi menerangkan jawaban 
pada intinya sebagai berikut : 
 Saksi tidak kenal dengan semua para Terdakwa. 
  Saksi adalah kenek teruck milik H.Sulkan  warna kuning no.pol. 
K.1342 LA. Yang dikemudikan oleh Ronji. 
 Pada waktu itu SopirTruck yaitu P.Ronji, pada hari rabo malam kamis 
tgl.17 Juli 2008 ,sekitar pukul 01.30 Dini hari didatangi anggota polisi 
bernama Tiyok untuk memuat besi milik Tiyo (Anggota Polsek 
Karimun Jawa ) menuju Jepara. 
 Bahwa sebenarnya saksi tidak mau karena mau muat pohon pelem 
(mangga), tetapi karena yang meminta anggota polisi ,saksi 
menerimanya. 
 Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB saksi bersama Ronji (sopir Truck) 
ketempat Nasir yang kebetulan tidak ada siapapun. 
 Saksi bersma Ronji (sopir truck) menuju kekuburan untuk menaikkan 
besi yang dibawa oleh mobil pick up. 
 Setelah semuanya selesai ,saksi kembali ketempat kost dan tidur. 
 Keesokan harinya sekitar pukul 06.00 pagi saksi bangun dan tahu truck 
didatangi dua petugas BTN dan satunya mengambil foto-foto besi 
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yang ada di dalam truck sambil mengatakan besi-besi yang ada dalam 
truck bermasalah. 
3. Ronji bin (alm) Syarif , setelah bersumpah saksi menerangkan pada 
intinya sebagai berikut : 
 Saksi adalah sopir Truck  no.pol. K.1342 LA, warna kuning 
 Pada waktu itu SopirTruck yaitu P.Ronji, pada hari rabo malam kamis 
tgl.17 Juli 2008 ,sekitar pukul 01.30 Dini hari didatangi anggota polisi 
bernama Tiyok untuk memuat besi milik Tiyo (Anggota Polsek 
Karimun Jawa ) menuju Jepara. 
 Bahwa sebenarnya saksi tidak mau karena mau muat pohon pelem 
(mangga), tetapi karena yang meminta anggota polisi ,saksi 
menerimanya. 
 Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB saksi bersama Ronji (sopir Truck) 
ketempat Nasir yang kebetulan tidak ada siapapun. 
 Saksi bersma Tarmudji (kenek truck) menuju kekuburan untuk 
menaikkan besi yang dibawa oleh mobil pick up. 
 Setelah semuanya selesai ,saksi kembali ketempat kost dan tidur. 
 Keesokan harinya sekitar pukul 06.00 pagi saksi bangun dan tahu truck 
didatangi dua petugas BTN dan satunya mengambil foto-foto besi 
yang ada di dalam truck sambil mengatakan besi-besi yang ada dalam 
truck. 
4. Budiman bin Witoprawiro, ABK kapal patroli Polair, setelah bersumpah 
saksi menerangkan pada intinya sebagai berikut : 
 Saksia adalah ABK kapal Polair Polda Jateng 
 Tugas ABK hanya diperintahkan merapatkan Kapal Patroli menuju 
kapal Muria 
 Bahwa setelah merapat dengan kapal Muria ,maka para penyidik yang 
ditugaskan masuk kapal muria dan saksi terus melanjutkan kapal 
patroli ke daratan Pantai kartini jepara 
 Setelahnya saksi tidak tau, ketika ditanya apakah saksi tahu tentang 
zona inti ? jawab saksi : saksi tidak tau 
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5. Sunardiyanto bin Sumartorejo, anggota polair Polda jateng, setelah 
bersumpah saksi menerangkan pada intinya sebagai berikut : 
 Saksi tidak mengenal semua para terdakwa, dan tidak ada hubungan 
saudara. 
 Apakah sat dilakukan penangkapan di atas kapal muria ada para 
terdakwa ? jawab saksi : Tidak ada 
 Apakah saksi penyidik dalam perkara ini ? jawab saksi : tidak, tetapi 
saksi baigian dari penyidik polair polda jateng 
 Berapa kali melakukan patroli di perairan pulau karimunjawa? Sering 
tetapi tidak mesti menghentikan kapal lain, tetapi ketiga dicurigai, baru 
Kapal Patroli memberi aba-aba kapa yang dicurigai untuk meratkan. 
 Apakah saksi mengetahui ada rambu-rambu di Zona Taka 
menyawakan ? Jawab saksi : tidak ada. 
 Apakah saksi tahu tentang zona inti dan luas zona inti ? jawab saksi : 
saksi tidak tahu 
6. Sholeh bin Sujak , setelah bersumpah saksi menerangkan pada intinya 
sebagai berikut : 
 Saksi adalah adik kandung H. Sulkan Pemilik Truck no.pol. K.1342 
LA, warna kuning. 
 Saksi kenal dengan Terdakwa Mufaridho dan Mohammad Zaeni, 
sedang yang lainnya tidak kenal. 
 Saksi tahu Truck no.pol. K.1342 LA, warna kuning yang dipakai untuk 
angkut besi sebenarnya milk H.Sulkhan. 
 Pengangkutan besi dilakukan lebih kurang pukul 23.00 WIB ,setelah 
itu saksi tidur di rumah pak sani. 
 Menurut tiyok ketika ditanya apakah barang resmi ? jawab Tiyok 
Resmi dan onkos angkut ke jepara Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) 
sampai sekarang belum dikasih. 
7. M. Nasir bin (alm) Supeno , setelah bersumpah saksi menerangkan pada 
intinya sebagai berikut : 
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 Saksi mengenal semua dengan para terdakwa, tetapi tidak ada 
hubungan saudara. 
 Saksi adalah tukang rosok ,dan masih ada tukang rosok yang lain 
sebanyak tiga orang, salah satunya adalah pak salim. 
 Saksi dititipi uang oleh Santosa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta 
rupiah) sewaktu-waktu Lapancik meminta uang, tapi jangan banyak-
banyak 
 Pada waktu sosre hari Lapancik ( terdakwa I) datang , saksi 
memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) . 
 Dua hari kemudian Santoso datang kepada saksi, dan saksi 
mengembalikan sisa uangnya kepada Santoso. 
 Saksi melihat pada malam kejadian Truck no.pol. K.1342 LA, warna 
kuning. Berhenti di depan rumahnya. 
 Pada saat itu saksi bersama Petugas BTN dan santoso, dan saat saksi 
bertanya kepada Sopir Ronji untuk apa ? jawab sopir untuk memuat 
barangnya Tiyok. 
 Menurut saksi keterangan di BAP banyak yang tidak cocok dengan apa 
yang diketahui, dan tidak dibacakan. 
 
8. Asroni bin (alm) Mat Adenin , setelah bersumpah saksi menerangkan 
pada intinya sebagai berikut : 
 Saksi adalah pemilik kapal KMP mutiara 
 Saksi adalah paman dari salah satu terdakwa yang bernama Takul 
sebab takul adalah anak dari kakak perempuan saksi. 
 Sekitar tujuh bulan yang lalu disewa oleh LAPANCIK untuk mencari 
ikan di Belitung, dengan cara bagi hasil seperti umnya yang dilakukan 
oleh masyarakat karimunjawa. 
 Saksi menerima uang dari sewa kapal sebesar Rp.200.000,- dan 
Rp.50.000,- melalui Takul keponakannya 
 Akhir-akhir ini oleh LAPANCIK di gunakan untuk mengambil besi-
besi di laut karimunjawa  
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 Sekarang kapal KMP Mutiara miliknya dititipkan di BTN oleh Polair 
Polda Jateng 
 Menurut saksi banyak keterangan dalam BAP tidak dibacakan tetapi 
langsung ditandatngani. 
9. Khoirul Mukhofidin bin Purwanto, setelah bersumpah saksi 
menerangkan pada intinya sebagai berikut : 
 Saksi diminta oleh Tiyok (anggota polsek Karimunjawa) untuk 
mengangkut besi  di pantai dibelakang rumah LAPANCIK. 
 Sebenarnya saksi tidak mau karena sudah malam, tetapi belum 
menjawab mau atau tidak tiyok sudah bilang ” kalau tidak mau aku 
sopirnya sendiri ”  lalu saksi tetap berangkat. 
 Saksi dikasih tahu Tiyok ”Engko nek ditakoni BTN muni wesi soko 
Kalimantan” 
 Pada waktu itu  terdakwa yang ada hanya LAPANCIK, ZUBAIDI dan 
RIDHO, sedang yang lainnya tidak ada  
 Menurut saksi tiyok pada waktu itu tidak berseragam polisi, tetapi 
memakai mobil patroli polisi. 
 Saat saksi diperiksa banyak barang bukti yang sudah berubah tidak 
seperti yang pernah diangkut, seperti besi panjang semula 3 buah 
menjadi dua buah, semula tidak ada mesin donfeng kemudian ada. 
 Untuk menaikan besi-besi di atas truk diperlukan alat derek dan pohon 
besar sebagai alat bantu yang ada di dekat kuburan 
 Sampai sekarang saksi belum dibayar, dan hanya bilang ” urusan duit 
karo aku” 
10. Sudibyo bin (alm) Dasiran ,  setelah bersumpah saksi menerangkan pada 
intinya sebagai berikut : 
 Saksi adalah saudara ipar dengan Lapancik karena adik kandung saksi 
dinikahi oleh saudara terdakwa LAPANCIK. 
 Saksi adalah pemilik kompresor yang di sewa oleh LAPANCIK, lebih 
kurang tujuh bulan yang lalu untuk mencari ikan di Belitung. 
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 Dari hasil sewa saksi menerima uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus 
ribu rupiah) 
 Banyak keterangan di BAP tidak dibacakan sedang saksi sendiri tidak 
bisa membaca. 
11. Anis Rofi’i bin Rohmat, anggota polri polsek Karimunjawa,  setelah 
bersumpah saksi menerangkan pada intinya sebagai berikut : 
 Saksi tahu dihadapkan sidang berkaitan dengan pengambilan besi tua 
bekas kapal di laut Karimunjawa 
 Saksi tidak tau siapa yang mengambil besi bekas kapal tenggelam di 
laut Karimunjawa. 
 Saksi hanya sebagai pengemudi truck yang memuat besi-besi dari 
depan rumah seseorang menuju kapal muria. 
 Pada hari itu kamis lebih kurang pukul 08.00 pagi WIB, diminta oleh 
Kapolsek Karimunjawa dan Bribda Kustiyono/Tiyok untuk 
mengemudi truck yang saat itu tidak tau isinya., dengan kata-kata ” Nis 
tolong dikemudikan truck ini, di jepara nanti ada yang jemput. 
 Kemudian bersama Bribda Kustiyono naik truck menuju kapal muria, 
yang akan berangkat menuju jepara , saat naik tangga kapal, saksi baru 
tahu isinya besi. 
 Menurut keterangan Kapolsek besi tua itu dari Kalimantan. 
12. Kustiyono alias Tiyok bin Ramlan , anggota polri polsek Karimunjawa, 
setelah bersumpah saksi menerangkan pada intinya sebagai berikut: 
 Saksi hanya kenal dengan LAPANCIK sedangkan dengan yang tidak 
kenal. 
 Saksi kenal dengan LAPANCIK melalui Haji TOPAK  
 Benar saksi ingin mencari tambahan penghasilan dengan usaha jual 
beli rosok 
 Memang benar saksi memberikan uang muka sebesar Rp.2000.000,- 
(dua juta rupiah) kepada terdakwa LAPANCIK untuk biaya 
operasional mencari besi di laut. 
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 Saksi tidak mengetahui kalau besi-besi itu bermasalah, karena 
sepengatahuan saksi yang tidak boleh adalah di kapal INDONOR 
 Setelah besi-besi itu diambil dan ditempatkan di pantai dibelakang 
rumah terdakwa LAPANCIK kemudian dibayar lunas oleh saksi. 
 
13. Sunardi bin Somorejo, setelah bersumpah saksi menerangkan pada 
intinya sebagai berikut : 
 Saksi melihat truk di depan Pak Nasir 
 Saksi menanyakan pada pak Nasir untuk apa truk itu, dijawab oleh 
Nasir untuk muat besi. 
 Paginya sekitar pk. 07.00 pagi saksi menghubungi komandan regu 
bernama  Sutris hariyanto,SH 
 Kemudian saksi bersama Sutris Haryanto, mengambil gambar/foto besi 
yang ada dalam truk tersebut. 
 Kemudian saudara Sutris Hariyanto melapor kepada kepala seksi 
bernama Sumardi Efendi  
 
SAKSI AHLI : 
14. Sumardi Efendi bin (alm) Mardjuki, setelah bersumpah saksi 
menerangkan pada intinya sebagai berikut : 
 Saksi tidak mengenal semua terdakwa 
 Saksi tidak tahu kapan terjadinya tindak pidana 
 Kapan Karimunjawa ditetapkansebagai Taman nasional ? jawab saksi 
Karumunjawa dijadikan sebagai taman nasional sejak tajun 1999 
 Zona inti pada Taka menyawakan mengalami REZONASI pada tahun 
2005 berdasarkan   Surat Keputusan Direktur Jendral PHKA 
no.79/Set-3/2005 tanggal 30 Juni 2005. 
 Pada zona inti mutlak dilindungi dan tidak boleh terjadi perubahan 
apapun di dalamnya oleh kegiatan manusia. 
 taka menyawakan pernah dipasang rambu-rambu /moring boy tapi 
hilang   
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 Dari mana besi-besi itu diambil ? saksi tidak tahu tetapi menurut Polair 
Polda Jateng diambil dari Taka menyawakan. 
 Ketika disidik saksi tidak ditunjukan barang bukti, hanya diperlihatkan 
foto-foto barang bukti. 
15. Endang Abdul Rochim bin Sukirman , setelah bersumpah saksi 
menerangkan pada intinya sebagai berikut : 
 Saksi tidak mengenal dengan semua terdakwa  
 Sakti tidak tahu kapan terjadinya tindak pidana, dan siapa yang 
melakukan saksi juga tidak tahu. 
 Saksi  pada tanggal 20 Juli 2008 siang hari melakukan oleh TKP 
dengan dua orang penyidik Polair Polda Jateng di wilayah taka 
memyawakan 
 Saksi melakukan penyelaman dan peyidik Polair Polda Jateng tidak 
melakukan penyelaman ,karena hanya saksi yang mempunyai llisensi 
menyelam. 
 Dalam penyelaman saksi melihat adanya bekas  aktifitas manusia 
bekas galian, dan melihat seperti tengki yang ada bekas dipotong. Dan 
bekas potongan itu telah ditumbui  karang. 
 Saksi melihat adanya bekas potongan-potongan besi kecil disekitarnya 
yang berakibat rusaknya terumbu karang 
 Ketika saksi ditanya siapa kira-kira yang memotong ? jawab saksi 
tidak tahu 
 Saksi tidak melihat sendiri barang bukti, hanya ditunjukkan oleh 
penyidik melalui foto-foto   
b. Keterangan Terdakwa : 
1. Keterangan terdakwa LAPANCIK BIN (alm) LABANDA di persidangan 
menerangkan pada pokok sebagai berikut : 
 Apakah saksi mengerti apa yang didakwakan padanya ? jawab saksi 
,saksi mengerti 
 di dakwakan atas perbuatan apa? mengambil besi-besi tua di perairan 
karimun jawa, taka menyawakan. 
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 Sebenarnya terdakwa tidak berani mengambil besi-besi tua diperairan 
Karimun jawa karena pernah mengambil besi bekas pintu kapal yang 
lepas di perairan tersebut disita oleh polsek Karimun jawa. 
 Saksi berani mengambil karena ada yang bertanggung jawab yaitu 
Tiyok seorang anggota polsek karimun jawa. 
 Saksi tidak tahu persis apakah daerah taka menyatakan adalah larangan 
karena tidak ada rambu-rambu larangan, sebagaimana di sekitar 
Indonor. 
 Hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. 
 
2.  Keterangan terdakwa   ACHMAT JUBAIDI BIN KARINI     di 
persidangan menerangkan pada pokok sebagai berikut : 
 terdakwa mengambil besi-besi diperairan karimun jawa, diajak oleh 
Lapancik, saat ketemu dipantai 
 Terdakwa tidak tahu daerah taka menyawakan adalah daerah larangan, 
karena tidak ada rambu-rambu larangan 
 Hasilnya untuk kebutuhan hidup keluarga. 
 
3.  Keterangan terdakwa  MUFARIDHO BIN NURHADI   di persidangan 
menerangkan pada pokok sebagai berikut : 
 terdakwa mengambil besi-besi diperairan karimun jawa, diajak oleh 
Lapancik, saat ketemu dipantai 
 Terdakwa tidak tahu daerah taka menyawakan adalah daerah larangan, 
karena tidak ada rambu-rambu larangan 
 Hasilnya untuk kebutuhan hidup keluarga 
 
4.  Keterangan terdakwa  SAMSUDIN BIN (ALM) SAWAR   di 
persidangan menerangkan pada pokok sebagai berikut : 
 terdakwa mengambil besi-besi diperairan karimun jawa, diajak oleh 
Lapancik, saat ketemu dipantai 
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 Terdakwa tidak tahu daerah taka menyawakan adalah daerah larangan, 
karena tidak ada rambu-rambu larangan 
 Hasilnya untuk kebutuhan hidup keluarga 
 
5.  Keterangan terdakwa TAKUL BIN MATSANI     di persidangan 
menerangkan pada pokok sebagai berikut : 
 terdakwa mengambil besi-besi diperairan karimun jawa, diajak oleh 
Lapancik, saat ketemu dipantai 
 Terdakwa tidak tahu daerah taka menyawakan adalah daerah larangan, 
karena tidak ada rambu-rambu larangan 
 Hasilnya untuk kebutuhan hidup keluarga 
 
6.   Keterangan terdakwa   CHOIRUDIN BIN KAYAT  di persidangan 
menerangkan pada pokok sebagai berikut : 
 terdakwa mengambil besi-besi diperairan karimun jawa, diajak oleh 
Lapancik, saat ketemu dipantai 
 Terdakwa tidak tahu daerah taka menyawakan adalah daerah larangan, 
karena tidak ada rambu-rambu larangan 
 Hasilnya untuk kebutuhan hidup keluarga 
 
7.  Keterangan terdakwa  MUHAMMAD ZAENI BIN ACHMAT di 
persidangan menerangkan pada pokok sebagai berikut : 
 terdakwa mengambil besi-besi diperairan karimun jawa, diajak oleh 
Lapancik, saat ketemu dipantai 
 Terdakwa tidak tahu daerah taka menyawakan adalah daerah larangan, 
karena tidak ada rambu-rambu larangan 
 Hasilnya untuk kebutuhan hidup keluarga 
 
4. ANALISIS JURIDIS: 
Bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar kertentuan sebagaimanana 
Surat dakwaan Jaksa Penuntunt Umum, dalam dakwaan Pasal 40 ayat (1)  
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Jo Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) UU no.5 tahun 1990 Tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55  
Ayat (1) ke-I KUH Pidana, terdakwa harus terbukti dan memenuhi unsur : 
Pasal 40 ayat (1). UU no.5 tahun 1990. 
Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1)  
Pasal 19 ayat (1) UU no.5 tahun 1990. 
1) Setiap orang dilarang melakukatn kegiatan yang dapat mengakibatkan 
perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. 
Pasal 33 ayat ( 1) UU no.5 tahun 1990. 
1) Setiap orang dilarang melakukatn kegiatan yang dapat mengakibatkan 
perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional 
Pasal 55  Ayat (1) ke-I KUH Pidana. ” orang yang melakukan, yang 
menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu” 
Yaitu : 
1. Barang siapa  
2. Dengan Sengaja 
3. Melakukan pelanggaran, melakukatn kegiatan yang dapat 
mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka 
alam dan keutuhan zona inti taman nasional 
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut 
melakukan perbuatan itu” 
 
Ad.1. Barang siapa  
 Bahwa barang siapa , adresatnya adalah semua orang, sebagai subyek 
hukum yang dikenai hak dan kewajiban, dimana perumusan undang-
undang mengharuskan adanya unsur pribadi yang ada pada diri si pembuat 
yang dapat dipertanggung jawabkan, serta tidak alasan pemaaf dan 
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pembenar, dalam hal hal ini adalah Para Terdakwa, oleh karena itu unsur 
ini terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan. 
 
Ad.2. Dengan sengaja 
 Bahwa unsur ” Sengaja”  seharusnya adanya niat batin Para Terdakwa 
yang berisi mengetahui dan menghendaki 
 Bahwa undang-undang tidak memberi penjelasan tentang apa yang 
dimaksud dengan sengaja. 
 Bahwa menurut doktrin ”sengaja” adalah kehendak membuat sesuatu 
tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan ini 
 Bahwa dimuka persidangan telah terungkap bahwa Para Terdakwa 
mengambil besi-besi tua diparairan karimun jawa tepatnya di zona inti 
tidak diketahui secara pasti oleh para terdakwa, mana batas zona inti 
karena tidak ada tanda-tanda /rambu-rambu yang menunjukkan daerah 
larangan yang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun kecuali 
yang berkaitan dengan ilmu pwngetahuan, pendidikan, penelitian, 
inventarisasi, pemantauan potensi, perlindungan dan pengamanan, tidak 
adanya rambu-rambu dan batas-batas yang jelas diperkuat  oleh saksi dari 
Polair Polda Jateng yang melakukan patroli  dan melakukan penangkapan 
terhadap terdakwa yaitu  Budiman bin Witoprawiro dan Sunardianto 
bin Sumartorejo  
 Bahwa  tidak adanya sarana dan prasarana hukum berupa rambu-rambu 
atau tanda-tanda lain yang menunjukan daerah itu adalalah larangan ,telah 
diperkuat di dalam fakta persidangan oleh  saksi Budiman bin 
Witoprawiro, Sunardiyanto bin Sumartorejo, M.Nasir bin (alm) 
Supeno, Asroni bin (alm) Mat Adenin,  Khoirul Mukhofidin bin 
Purwanto, Sudibyo bin (alm) Dasiran , Sumardi Efendi bin (alm) 
Mardjuki dan  Endang Abdul Rochim bin Sukirman, dimana mereka 
tidak  melihat adanya rambu-rambu atau tanda-tanda lain yang seharusnya 
ada di zona larangan tertentu. 
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 Bahwa disamping itu disekitar pulau menyawakan juga masih banyak 
kegiatan lain yang dilakukan orang termasuk memancing, memasang 
wuwu untuk menangkap ikan , artinya kegiatan itu masih ”boleh 
dilakukan” karena memang masih dilakukan proses sosialiasai yang terus 
menerus tentang rezonasi zona inti pulau menyawakan dan sekitarnya 
sebagai perubahan dari zona inti pulau burung dan pulau geleang 
sebagimana diatur dalam Surat Keputuan Dirjen bina kader konservasi dan 
pecinta alam PHPA no.53/Kpts/Dj-IV/1990. 
 Bahwa pengambilan besi-besi tua/rongsok di laut oleh Terdakwa 
LAPANCIK dengan mengajak para terdakwa yang lain, tidak ada dalam 
mind setnya kegiatanya dapat mengakibatkan perubahan terhadap 
keutuhan kawasan suaka alam dan keutuhan zona inti taman nasional 
 Bahwa saksi Sumardi Efendi bin (alm) Mardjuki dan  Endang Abdul 
Rochim bin Sukirman dari Balai Taman nasional (BTN) yang 
mengatakan rambu-rambu larangan ”dulu ada” sekarang ”tidak ada” justru 
menunjukkan kelemahan-kelemahan didalam penegakan hukum 
khususnya menyangkut sarana dan prasarana hukum, sehingga mestinya 
bisa dilakukan penegakan hukum lingkungan secara preventif  malah 
justru sebaliknya dilakukan secara represif , hal ini tidak sejalan dengan  
ASAS SUBSIDIARITAS dalam hukum pidana  yang dianut dalam UU 
no. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
 Bahwa pengambilan besi –besi di laut oleh para terdakwa hanya karena 
semata-mata diminta oleh Saksi Tiyok  yang nota bene seorang anggota 
Polisi  yang akan bertang jawab dan kebutuhan terdakwa sendiri untuk 
mencukupi akan kehidupan sehari- hari keluarganya 
 Bahwa setelah Tiyok memberi uang muka sebesar Rp.2000.000,- ( dua 
juta rupiah) sebagai operasional, maka melakukan pekerjaan mencari besi 
di laut , dan berangsur-ansur dikumpulkan di tepi pantai di belakang 
rumah terdakwa LAPANCIK, selah itu dibayar lunas oleh Tiyok 
 
75 
 
 Bahwa disaat pengumpulan besi-besi di pantai itupun sudah diketahui oleh 
petugas BTN , namun tidak pernah ditegur atau di peringatkan bahkan 
dibiarkan . 
 Bahwa Undang-undang no.23 tahun 1997 Tentang lingkungan hidup, juga 
menganut asas pencegahan/cegah tangkal bukan pembiaran sebagaimana 
dilakukan oleh Balai Taman nasional. 
 Bakwa tindakan pembiaran pengambilan besi-besi di dalam perairan 
taman nasional karimun jawa padahal diketahui oleh Balai Taman nasional 
(BTN) dan BTN mempunyai kewenangan untuk bisa dilakukan 
pencegahan namun tidak dilakukan, merupakan delik ominisionis. 
 Kelemahan-kelemahan penegakan hukum khususnya menyangkut sarana 
dan prasarana hukum, yang menyangkut rambu-rambu tidak dapat 
dijadikan sarana untuk mempidana terdakwa dengan alasan rambu-rambu 
”dulu ada” sekarang ”tidak ada” sehingga dikatakan oleh JPU unsur 
sengaja itu terbukti. 
 Bahwa ”asas hukum semua orang dianggap tahu hukum” ketika sebuah 
perundangan dimasukkan dalam Lembaran Negara/ Berita Negara  dan 
Lembaran Daerah/ Berita Daerah tidak serta merta dapat 
diimplementasikan karena pada hakekatnya asas tersebut mengatakan 
”tidak semua orang tahu hukum” oleh karena itu secara kasuistis dalam 
perkara ini tidak sepatutnya diterapkan kepada para terdakwa. 
 Bahwa dengan demikian tidak ada kehendak dari terdakwa untuk merusak, 
keutuhan kawasan suaka alam dan keutuhan zona inti taman nasional atau 
tidak berfunsi sebagaimana mestinya, oleh karena itu unsur dengan 
sengaja tidak terpenuhi sama sekali. 
Ad.3. Melakukan Pelanggaran, melakukatn kegiatan yang dapat 
mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam 
dan keutuhan zona inti taman nasional. 
 Bahwa unsur ” Melakukan Pelanggaran melakukan kegiatan yang dapat 
mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan 
keutuhan zona inti taman nasional”  seharusnya ada perbuatan Para 
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Terdakwa  mengetahui dan menghendaki adanya rambu-rambu larangan 
tetapi perbuatan itu tetap dilakukan.  
 Bahwa undang-undang tidak memberi penjelasan tentang apa yang 
dimaksud dengan ”melakukan pelanggaran” 
 Bahwa menurut doktrin ”melakukan pelanggaran” adalah kehendak 
mengabaikan atau tidak mentaati rambu-rambu sebagai ugeran dengan 
atau tanpa menimbulkan suatu akibat tertentu. 
 Bahwa di dalam Zona inti pulau menyawakan dan taka menyawakan tidak 
ada suatu tanda bahwa daerah itu dilarang, baik dari saksi Ahli dari Balai 
Taman Nasional (BTN) Sumardi Efendi dan Endang Abdul Rochim  
serta dari Polair Polda Jateng Budiman bin Witoprawiro dan 
Sunardiyanto bin Sumartorejo 
 Bahwa saksi dari Balai Taman Nasional Sumardi Efendi dan Endang 
Abdul Rochim  yang mengatakan dulu rambu-rambu ”pernah ada” dan 
sekarang sudah ”tidak ada” tidak dapat dijadikan dasar hukum telah terjadi 
pelanggaran atas suatu zona , apalagi REZONASI  TERHADAP ZONA 
INTI TAKA MENYAWAKAN MASIH DALAM TARAF 
SOSIALISASI, sehingga belum banyak yang mengetahui termasuk salah 
satu MITRA LOCAL BTN, yaitu FKMK ( Forum Komunikasi 
Masyarakat Karimunjawa) dan 750 orang yang tidak mengetahui dengan 
benar zona inti sebagimana bukti-bukti yang telah diajukan oleh kuasa 
Para Terdakwa. 
 Bahwa saksi dari Polair  Polda Jateng Budiman bin Witoprawiro dan 
Sunardiyanto bin Sumartorejo sendiri tidak mengetahui luas zona inti 
Taka menyawakan dan batas-batasnya.  
 Bahwa keterangan ahli dari Balai Taman nasional (BTN) Sumardi Efendi 
dan Endang Abdul Rochim tidak pernah melihat barang-barang bukti 
yang ada selain hanya di kasih tahu foto-foto barang bukti oleh penyidik 
Polair Polda Jateng. 
 Bahwa juga tidak pernah dibuktikan apakah bekas –bekas potongan besi 
yang ada didasar laut ketika olah TKP dengan penyelaman saksi Endang 
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Abdul Rochim yang dilakukan itu merupakan bagian atau potongan dari 
barang bukti  yang diduga dilakukan oleh para terdakwa dengan 
mencongkel, menggergaji, juga tidak pernah dibuktikan  
 Bahwa disekitar pulau menyawakan dan taka menyawakan masih banyak 
dilakukan kegiatan dilakukan orang  , para terdakwa bukan satu-satunya 
kelompok yang melakukan kegiatan di sekitar pulau menyawakan dan 
semua barang bukti diambil di rumah para terdakwa 
 Oleh karena itu unsur melakukan pelanggaran zona inti yang 
mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam 
dan keutuhan zona inti tidak terbukti secara sah dan menyakinkan.  
 
Ad.4. Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut 
melakukan perbuatan itu” 
 Bahwa begitu juga untuk dapat dipersalahkan melanggar kertentuan 
sebagaimanana Surat dakwaan Jaksa Penuntunt Umum, dalam dakwaan 
Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana, haruslah dilihat pembagian penyertaan 
menurut KHUHPidana yang terdiri dari : Pelaku (pleger); yang menyuruh 
lakukan (doen pleger) ; yang turut serta (medepleger) dan penganjur ( 
uitlokker)  
 Bahwa kedudukan para terdakwa hanyalah sebagai doen plegen karena 
hanya memenuhi keinginan saksi saudara Kustiyono alias Tiyok bin 
Ramlan, yang mengatakan akan bertanggung jawab untuk pengambilan 
besi di laut asal bukan kapal Indonor. 
 Bahwa pada doen plegen  disyaratkan terdakwa harus terbukti dan 
memenuhi unsur –unsur : 
1. Alat yang dipakai adalah manusia 
2. Alat yang dipakai adalah berbuat ( bukan alat yang mati) 
3. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggung jawabkan ( bukan 
sebagaimana dimaksud pasal 44 –karena tidak sempurna pertumbuhan 
jiwanya-, pasal 48 – karena daya paksa-  dan pasal 51 ayat 2- karena 
perintah jabatan yang tidak sah- KHUH Pidana); tetpi karena terjadi 
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kesesatan mengenai salah satu unsur delik, serta tidak mempunyai 
maksud yang disyaratkan untuk  sengaja melakukan pelanggaran yang 
mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan Suaka Alam 
dan Zona  Inti Taman Nasional  sebagaimana diatur dalam pasal 40 
ayat (1) Jo pasal 19 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1) UU no.5 tahun 1990 
. 
 Bahwa kedudukan para terdakwa adalah sebagai alat, hal ini sesuai dengan 
pengalaman LAPANCIK ketika menemukan pintu besi kapal laut yang 
lepas, kemudian diambil oleh LAPANCIK ternyata di sita oleh Posek 
Karimunjawa, artinya  ”dipahami oleh terdakwa mengambil besi di laut 
dilarang”  
 Bahwa kemudian pada waktu dihari yang lain Kustiyono alias Tiyok 
yang nota bene adalah anggota Polisi yang bertugas di Karimunjawa  yang 
akan bertanggung jawab untuk mengambil besi di laut  asal jangan kapal 
indonor maka artinya ” dipahami oleh Terdakwa boleh dan tidak dilarang 
kecuali kapal Indonor” 
 Bahwa sesuai dengan pasal 189 ayat (4) KUHAP keterangan terdakwa saja 
tidak cukup untuk membuktikan bahwa para terdakwa bersalah melakukan 
kesalahan yang di dakwakan kepadanya, selain harus disertai bukti-bukti 
yang lain. 
 Bahwa semua saksi tidak mengetahu sendiri apa yang dilakukan oleh para 
terdakwa kecuali semua saksi dikasih tahu oleh Terdakwa LAPANCIK, 
sehinggga tidak ada kesesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lain 
terhadap perbuatan terdakwa sengaja melakukan pelanggaran yang 
mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan Suaka Alam dan 
Zona  Inti Taman Nasional 
 Bahwa hasil pengambilan besi di laut oleh para terdakwa sudah diserahkan 
Tiyok dan bahkan Tiyok memberi uang lebih dulu, dan barang sudah 
diserahkan kepada Tiyok (maka selesai hubungan pekerjaan antara 
terdakwa dengan Tiyok) dan diangkut sendiri oleh Tiyok bersama anggota 
Polsek  Anis Rofi’i bin Rohmat (sebagai saksi) dan keketahu pula oleh 
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Kapolsek Karimunjawa kemudian yang tertangkap tangan di perairan 
dekat pulau panjang oleh Polair Polda Jateng  juga Tiyok  
 BahwaUndang-undang no.23 tahun 1997 Tentang lingkungan hidup 
menganut asas subsidiaritas, dimana hukum pidana digunakan sebagai 
sarana subsider / ultimum remedium, juga menganut asas 
pencegahan/cegah tangkal bukan pembiaran sebagaimana dilakukan oleh 
Balai Taman nasional 
 Bahwa kebijakan Konservasi Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 
sebagaimana terdapat dalam UU no.5 Tahun 1990 tidak bisa hanya 
diambil satu sisi pidananya saja, tetapi harus juga dilihat bagaimana sarana 
dan prasarana penegakkaanya sehingga dipahami oleh subyek hukum 
seperti para nelayan yang memang secara ekonomi sangat 
memprihatinkan. 
 Bahwa perubahan dan penerapan rezonasi sebagaimana ketentuan SK 
Dirjen PHPA no.53/Kpts/Dj-IV/1990  yang hanya menentukan Pulau 
Burung dan Pulau Geleang sebagai Zona inti Mennjadi SK Dirjen PHKA 
no. 79/IV/Set-3/2005 tertanggal 30 Juni 2005 Dimana pulau menyawakan 
dan Taka menyakan sebagai salah satu zona inti belum bisa berlaku efektif 
karena masih dalam taraf sosialisasi kepada masyarakat karimun jawa. 
 Bahwa  hanya terjadi kesesatan mengenai salah satu unsur delik, serta 
tidak mempunyai maksud yang disyaratkan untuk  sengaja melakukan 
pelanggaran yang mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan 
Suaka Alam dan Zona  Inti Taman Nasional 
 Bahwa oleh karena itu unsur orang yang melakukan, yang menyuruh 
lakukan atau turut melakukan perbuatan itu, tidak terbukti secara 
sah dan menyakinkan. 
 
5. FAKTOR LAIN YANG PATUT DI PERHATIKAN : 
 Terdakwa memberikan keterangan apa adanya sesuai fakta di lapangan 
dan  tidak ada kesan berbelit-belit  
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 Terdakwa merasa sudah sudah dibodohi oleh oknum anggota polsek 
Karimun jawa dengan mengatakan ” ambil besi tidak apa-apa asal jangan 
indonor, saya yang bertanggung jawab”. 
 Bahwa menurut keterangan saksi-saksi M.Natsir, Asroni, Khoirul 
Mukhofidin dan Sudibyo apa yang diuraikan dalam BAP ada yang tidak 
sesuai dengan kenyataan. 
 Bahwa menurut saksi Khoirul Mukhofidin banyak barang bukti yang 
sudah berubah, seperti besi panjang semula 3 buah menjadi dua buah, 
semula tidak ada mesin donfeng kemudian ada. 
 Bahwa dengan diajukannya perkara ini dipersidangan dan terdakwa sudah 
memperoleh hukuman berupa  penahanan dalam rumah tahanan negara 
selama empat bulan lebih, sehingga sudah cukup menderita. 
 Bahwa kebijakan Pengelolaan dan Keamanan pulau karimun jawa sebagai 
Taman nasional tidak cukup memadai baik di dalam struktur hukum 
maupun aparatur hukumnya karena jumlah personilnya sangat sedikit dan 
peraturan zonasinya masih dalam taraf sosialiasasi . 
 
6. PENUTUP DAN PERMOHONAN : 
 
Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka 
mohom kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk  memberikan 
putusan sebagai berikut : 
1. Menyatakan Para Terdakwa LAPANCIK BIN LABANDA, ACHMAT 
JUBAIDI BIN KARINI, MUFARIDHO BIN NURHADI, 
SAMSUDIN BIN SAWAR, TAKUL BIN MATSANI, CHOIRUDIN 
BIN KAYAT, MUHAMMAD ZAENI BIN ACHMAT JUBAIDI 
tidak terbukti secara sah dan menyakinkan telah melawan hukum 
melakukan tindak pidana kegiatan yang mengakibatkan 
perubahan terhadap keutuhan Zona  Inti Taman Nasional  
sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (1) Jo pasal 19 ayat (1) dan 
pasal 33 ayat (1) UU no.5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya 
alam hayati dan ekosistemnya jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana 
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2. Membebaskan Para Terdakwa LAPANCIK BIN LABANDA, 
ACHMAT JUBAIDI BIN KARINI, MUFARIDHO BIN NURHADI, 
SAMSUDIN BIN SAWAR, TAKUL BIN MATSANI, CHOIRUDIN 
BIN KAYAT, MUHAMMAD ZAENI BIN ACHMAT JUBAIDI dari  
segala dakwaan. 
 
Bagaimana pendapat hakim? Dalam hal ini hakim hanya 
melihat apakah faktanya ada, dan dilakukan oleh oleh para terdakwa 
dan telah memenuhi rumusan pasal-pasal maka menurut hakim para 
terdakwa dinyatakan terbukti dan harus memperetanggung jawabkan 
atas perbuatannya tersebut dan tidak melihat pada sisi lain seperti 
mengapa di lakukan oleh para terdakwa, apakah rambu-rambu 
larangan sudah di penuhi oleh pemerintah/negara sehingga orang bisa 
mengerti suatu daerah dilarang masuk atau tidak dan bukan sekedar 
melihat fiksi hukum apabila suatu perundangan sudah di masukkan 
pada lembaran negara maka semua orang dianggap tahu hukum 
A. 2 Kasus II 
  
Demikian juga dalam kasus II ini, sebagaimana dikatakan dalam bab III 
hukum merupakan karya manusia yang tidak lepas dari aspek ragam 
budaya sosial, politik ,ekonomi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan 
manusia; Kasus ini berkaitan hubungan asmara dua orang remaja bernama 
Mukhamad Huda Faizin dan Riska Pujiati yang sedang memadu kasih 
dikatakan sebagai wajar, tetapi manakala “hubungan” yang seharusnya 
belum boleh dilakukan menurut norma-norma agama dan norma hukum 
itu menjadi “wajar” ? dan apabila terlanjur dilakukan itu merupakan 
tindakan pidana karena telah melakukan suatu tindakan kebohongan? 
Untuk melihat persepsi yang demikian ini ini kita lihat pembelaan 
(Pleidoi) kasus II ini dengan persepsi Penanasehat hukum sebagai berikut :  
Setelah membaca dan memahami  serta melihat fakta-fakta hukum 
dipersidangan baik dari bukti surat, Saksi-saksi maupun keterangan 
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terdakwa , maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum  kepada terdakwa 
MUKHAMMAD HUDA FAIZIN als MOLO bin ANSORI Perlu kami 
tanggapi, Untuk itu selaku kuasa hukum kami akan menyampaikan Nota 
Pembelaan (pleidoi) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;  
Sebelum kami mengucapkan nota pembelaan (pleidoi), 
perkenankanlah kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 
yang telah memberikan curahan rahmat dan kenikmatan yang tiada 
terhingga, yang salah satunya adalah berupa kesehatan baik phisik dan 
kesehatan pikiran dalam rangka menemukan hakekat kebenaran dan 
keadilan. 
Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada hakim yang telah 
memimpin persidangan ,yang telah dengan tegas dan teliti dengan maksud 
tidak lain adalah untuk memperoleh dan mengungkapkan kebenaran 
materiil atas perkara  no. 28/Pid.B/2011/PN.Pt sebagaimana didakwakan 
terhadap diri terdakwa MUKHAMMAD HUDA FAIZIN als MOLO bin 
ANSORI 
Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada jaksa penuntut 
umum yang dengan daya upaya untuk membantu menemukan kebenaran 
dan keadilan di tinjau dari sudut kepentingannya sebagai jaksa penuntut 
umum. Hal ini mungkin akan berbeda dengan kami selaku penasehat 
hukum dari Terdakwa MUKHAMMAD HUDA FAIZIN als MOLO bin 
ANSORI yang mempunyai pandangan lain yang sebaliknya ; Oleh karena 
itu persoalan yang kami uraikan dalam nota pembelaan ( pleidoi) ini, tidak 
semata-mata hanya persoalan hukum, moral/perilaku tetapi juga tujuan 
pemidanaan, khususnya hukum pidana yang mencari kebenaran materiil, 
dan tidak terjadi kriminalisasi atas persoalan moral/perilaku sebagai fakta 
sosial, untuk mencapai keadilan dan daya guna serta manfaatnya. 
 
 
1. SURAT DAKWAAN : 
Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang terhormat. 
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Sebagaimana diketahui bahwasanya dalam tiap-tiap perkara pidana, surat 
dakwaan adalah sangat penting  karena  merupakan dasar dari pemeriksaan 
dan menjadi dasar putusan pengadilan . 
Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan 
dakwaan terhadap Terdakwa sebagai berikut : 
 
Pertama : 
Melakukan tindak pidana dengan cara melawan hukum melakukan 
perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya 
atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) 
Undang-Undang no.23 tahuin 2002 Tantang Perlindungan anak  
Atau 
Kedua: 
Melakukan tindak pidana bersetubuh dengan perempuan yang bukan 
istrinya, sedang dikatehuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur 
perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, 
bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawinn , sebagaimana diatur 
dalam Pasal 287 ayat (1) KHUPidana. 
2. FAKTA-FAKTA DI PERSIDANGAN : 
Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan atas keterangan 
saksi-saksi ,petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa terungkap 
fakta-fakta yang diuraikan sebagai berikut : 
a. Keterangan Saksi – Saksi : 
 
1. Riska Pujiati binti Legiman ,setelah bersumpah saksi menerangkan pada 
intinya sebagai berikut : 
 Bahwa benar tinggal di desa Grawang Rt.03/Rw.01 Kec.Juwana 
Kab.Pati 
 Bahwa benar saksi berumur 16 tahun  
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 Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Mukhammad Huda Faizin 
alias Molo  
 Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Mukhammad Huda Faizin 
alias Molo di kenalkan oleh Ribut Wahono alias Item 
 Bahwa Benar saksi berpacaran dengan Terkdawa sudah sekitar 3(tiga) 
bulan lebih. 
 Bahwa benar saksi berpacaran dengan Terdakwa 
 Bahwa benar Terdakwa mengajak hubungan layaknya suami istri 
 Bahwa benar hubungan layaknya suami istri yang dilakukan saksi 
dengan terdakwa di rumah Ribut Wahono alias Item 
 Bahwa benar saksi meronta dan menggigi bibir Terdakwa tetapi tak 
kuasa, lalu diam. 
 Bahwa benar sebelum melakukan hubungan layaknya suami istri 
Terdakwa mengatakan ”aku seneng karo kowe” = ”aku senang/cinta 
dengan kamu” dan saksi hanya diam kemudian terjadilah perbuatan 
yang dilarang tersebut. 
 Bahwa benar saksi kenal dengan Ribut Wahono alias Item dan  Roni 
(Roni Pati bin Sukarno) 
 Bahwa benar kejadian hubungan suami istri yang dilakukan saksi dan 
Terdakwa  pada bulan oktober sekitar jam 15.30 ( setengah empat sore 
hari) 
 Bahwa benar 2 (dua) minggu setelah kejadian melakukan hubungan 
suami istri, perbuatan yang sama dilakukan lagi oleh saksi dan 
terdakwa. 
 Bahwa Benar perbuatan yang dilakukan saksi dengan Terdakwa di 
suatu kamar di rumah Ribut Wahono alias Item dengan pintu tertutup 
,tetapi apakah di kunci atau tidak saksi tidak tahu. 
 Bahwa benar saksi tidak tau kalau perbuatannya bersama terdakwa di 
rekam oleh hand phone (HP) oleh Ribut Wahono alias Item. 
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2. Roni Pati bin Sukarno , setelah bersumpah saksi menerangkan jawaban 
pada intinya sebagai berikut : 
 Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa 
 Bahwa benar saksi adalah teman bergaul dengan terdakwa 
 Bahwa benar saksi tamat SLTA 
 Bahwa benar saksi mengetahui perbuatan mesum antara Terdakwa 
dengan Riska Pujiati melalaui Hand Phone (HP) miliknya yang 
dipinjam Ribut Wahano alias Item. 
 Bahwa benar saksi kenal dengan Ribut Wahano alias Item 
 Bahwa benar saksi kenal dengan Ribut Wahano alias Item sudah lama 
 Bahwa benar saksi datang ke rumah Ribut Wahano alias Item sekitar 
jam 13.00 (jam.1 siang) dan kemudian ribut bilang di lantai atas ada 
Huda dan Riska 
 Bahwa benar di rumah Ribut Wahano sudah ada teman-teman lain 
akan tetpi yang di lantai atas hanya Huda dan Riska 
 Bahwa benar sekitar 20 menit kemudian datang lagi dengan 
memperlihatkan vidio mesum antara Hudan dan Riska lewat HP yang 
dipinjam. 
 Bahwa banar kemudian gambar tersebut dihapus 
 Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Hand Phone (HP)nya di 
pinjam, dan baiasanya hanya untuk minta lagu yang di down load ke 
HP Ribut Wahano 
 Bahwa benar perbuatan mesum Huda dan Riska di lakukan diatas 
lantai dan tidak diatas kasur 
 Bahwa benar posisi Riska ada di bawah dan Huda ada diatas dan 
pososi tangan Riska ada di lantai. 
 Bahwa benar Huda dan Riska tidak mengetahui saat di ambil 
gambarnya oleh Ribut 
 
3. Ribut Wahono alias Item bin Budiyono, setelah bersumpah saksi 
menerangkan pada intinya sebagai berikut :  
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 Bahwa benar pendidikan saksi tidak lulus SD sehingga tidak bisa beca 
tulis 
 Bahwa benar sebagai saksi perbuatan mesum Huda dan Riska 
dilakukan di rumah saksi 
 Bahwa benar perbuatan mesum Huda dan Riska di lakukan di lantai 
atas  
 Bahwa benar saksi dengan Huda  Maupun Riska 
 Bahwa benar yang memperkenalkan Huda dengan saksi adalah dirinya 
 Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan mesum Huda dan Riska 
berbincang-bincang terlebih dahulu sekitar 3 (tiga) jam 
 Bahwa benar disamping saksi di tempat saksi ada teman-teman lainya 
yaitu Bakir, Edo dan Roni. 
 Bahwa benar sebelum pertemuan di rumahnya antara Huda dan Riska 
sudah sering ketemu. 
 Bahwa benar saksi ”nyoting” /mengambil gambar perbuatan Huda dan 
Riska. 
 Bahwa benar saksi hanya ”nyoting” /mengambil gambar sedangkan 
yang menyeting adalah Roni karena saksi tidak bisa. 
 Bahwa benar saksi ”nyoting” /mengambil gambar lewat jendela kamar 
yang aga tinggi maka saksi dibantu dengan cara di panggul ( naik di 
pundak) Roni. 
 Bahwa benar perbuatan yang dilakukan saksi tidak di ketahui baik oleh 
Huda maupun Riska. 
 Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa gambar tersebut di ketahui 
oleh orang lain, karena setelah saksi ”nyoting” /mengambil gambar 
melalui Hp dan kemudian HP dikembalikan pada Roni. 
 
b. Keterangan Terdakwa :  
Keterangan terdakwa MUKHAMMAD HUDA FAIZIN als MOLO bin 
ANSORI 
di persidangan menerangkan pada intinya sebagai berikut : 
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 Bahwa benar terdakwa kenal dengan Riska, Ribut, Roni, Edo 
 Bahwa Benar Terdakwa kenal dengan Riska dikenalkan oleh Ribut 
 Bahwa benar Terdakwa senang dengan Riska dan berpacaran selama 
lebih dari 3 (tiga) bulan. 
 Bahwa Banar antara terdakwa dengan Riska sudah sering bertemu 
 Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memaksa Riska untuk melakukan 
perbuatan layaknya suami istri 
 Bahwa Benar perbuatan itu dilakukan memang di landasi saling rasa 
senang 
 Bahwa benar Terdakwa yang meminta lebih dulu perbuatan layaknya 
suami istri itu di lakukan 
 Bahwa benar perbuatan itu dilakukan selama sekitar 15 menit 
 Bahwa benar benar perbuatan itu dilakukan 2 (dua) kali 
 Bahwa benar perbuatan yang dilakukan yang pertama dengan yang 
kedua berselang lebih kurang 2 (dua) minggu. 
 Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau perbuatan itu di ”soting”/di 
ambil gambarnya oleh Ribut dan Roni. 
 Bahwa Terdkawa baru mengetahui perbuatannya diambil gambarnya 
oleh Ribut dan Roni setelah di panggil polisi 
 Bahwa Saksi siap betanggung jawab untuk mengawininya demimikian 
juga orang tua terdakwa karena sudah terlanjur. 
 Bahwa benar terdakwa melakukan kedua kali karena keenakan. 
 
 
B. BARANG BUKTI: 
 
 1(stu) buah celana dalam warna merah muda 
 1(stu) buah celana dalam warna hijau 
 1(stu) buah BH  warna merah muda kombinasi putih 
 1(stu) buah celana panjang jenis jeans warna hitam 
     1(stu) buah kaos doreng 
 1(stu) rok panjang seragam sekolah SMA warna abu-abu 
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 1(stu) buah baju seragam OSIS SMA warna putih 
 HP yang menunjukkan gambar/perbuatan yang dilarang tidak 
disertakan sebagai barang bukti. 
 
4. PETUNJUK : 
 
 Sebagaimana yang dimaksud Pasal 188 ayat (1) KUHAP, Petunjuk 
adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya baik 
antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu 
sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa 
pelakunya. 
 Dalam Fakta di persidangan, tidak ada alat bukti maupun Saksi yang 
bersesuaian antara perbuatan Terdakwa dengan Tindak Pidana yang 
didakwakan sehingga alat bukti petunjuk yang diterapkan oleh Jaksa 
Penuntut Umum bertentangan dengan Pasal 188 ayat (2) KUHAP. 
 Bahwa fakta di persidangan adalah terdakwa melanggar norma moral 
/susila dan norma agama dalam tatanan masyarakat   dengan 
melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik 
menurut peraturan  perundang-undangan maupun menurut peraturan 
hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang 
bersangkutan, sebagimana diatur dalam pasal 1 angka 2 huruf b 
Undang-Undang no.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, dan batas 
umur perkawinan sebagaimana diatur pasal 7 ayat (1) undang-undang 
no.1 tahun 1974 tentang perkawinan 
 
 
 
 
5. ANALISIS JURIDIS: 
 
Sebelum kami menguraikan analisis yuridis, dengan kerendahan hati 
perkenankanlah kami memohon kepada  Hakim Ketua Yang Mulia untuk 
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mencermati kembali Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan 
kaitannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. 
Dengan tidak mengecilkan arti apa yang telah diuraikan di dalam Tuntutan 
Pidana Penuntut Umum, kami berpendapat sejak selesainya pemeriksaan 
para saksi dan terdakwa, serta barang bukti telah cukuplah kesimpulan 
yang dapat ditarik untuk menyusun pledooi ini. 
Kami menyadari apa yang telah disimpulkan oleh Penuntut Umum di 
dalam Tuntutan Pidananya, akan mempunyai sudut pandang yang tidak 
sama dengan kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa Mukhammad 
Huda Faizin, Akan tetapi kami yakin kita bersama termasuk  Hakim 
Ketua Yang Mulia, mempunyai arah dan tujuan yang sama, yakni : 
mendekati kebenaran materiil berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan 
Perundang-Undangan serta keadilan yang berlaku dan fungsi hukum 
pidana sebagai ultimum remedium. 
Kemudian marilah kita pahami bersama teori-teori pidana modern yang 
sekarang dianut KUHAP kita, lebih mendasarkan diri pada penghargaan 
hak asasi manusia, bahwa pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki dan 
menginsafi diri pelaku dengan mempertimbangkan orang, perbuatan, niat 
(sikap batin) serta hubungan sebab akibat terjadinya perbuatan pidana. 
Dengan mendasarkan diri pada hukum adalah sarana mencapai kebenaran 
dan keadilan dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Marilah 
kita bersama dalam peradilan ini kita mengungkapkan kebenaran yang 
seadil-adilnya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan 
yang melekat pada setiap manusia, khususnya diri para terdakwa yang juga 
masih anak-anak 
Bahwa Penuntut Umum dalam uraian tuntutan pidananya berpendapat 
bahwa Terdakwa Mukhammad Huda Faizin, telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam 
dakwaan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang no.23 tahuin 2002 Tantang 
Perlindungan anak  
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Bahwa Ilmu hukum sebagai ilmu terapan (suigeneris) dalam masalah 
hukum praktis hanya meliputi :  
1. Perbedaan penafsiran teks peraturan karena peraturan tidak jelas  
2. Kekosongan aturan hukum  
3. Perbedaan penafsiran atas fakta 
 
Bahwa selaku kuasa hukum kami bebeda pandangan bukan pada pada 
angka 1 (Perbedaan penafsiran teks peraturan karena peraturan tidak jelas ) 
atau pada angka 2 (Kekosongan aturan hukum ) akan tetapi perbedaan 
yang ke 3 yaitu Perbedaan penafsiran atas fakta.  
 Bahwa seperti dikatakatan oleh JPU baik dalam Dakwaanya maupun 
dalam tuntutannya Saksi korban Siska ketika perbuatan terlarang 
dilakukan dengan Terdakwa berusia kurang dari 15 tahun (Vide: hal 4 
Surat Tuntutan), padahal sesuai keterangan kelahiran Riska Pujiati 
lahir pada bulan 08 Juni 1995, perbuatan dilakukan  pada bulan 
oktober 2010, artinya Riska Pujiati sudah berusia 15 th lebih 5 bulan 
dan sudah mendekati usia kawin (16
 
th) sebagaimana diatur pasal 7 
ayat (1) undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan 
 Bahwa demukian demikian juga usia Terdakwa juga 16 th, akan tetpi 
secara psycologis tingkat kedewasaan antara Terdakwa dengan Saksi 
Korban Riska Pujiati, jelas lebih dewasa Riska Pujiati karena Usia 
Kawin Terdakwa Mukhammad Huda Faizin adalah 19 th 
sebagaimana diatur pasal 7 ayat (1) undang-undang no.1 tahun 
1974 tentang perkawinan 
 Bahwa di gigitnya Bibir saksi Korban Riska Pujiati oleh Terdakwa 
bukan dimaknai sebagai penolakan atas dilakukan perbuatan terlarang 
akan tetapi Riska lebih menikmati perbuatan tersebut, seperti pepatah 
kontemporer zaman ini yang dikatakan “ banyak orang tersesat tetapi 
menikmati kesesatan itu” termasuk Saksi Korban Riska Pujiati dan 
Terdakwa Mukhammad Huda Faizin yang telah tersesat tetapi 
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menikmati kesesatan itu, oleh karena itu dengan hukuman tindakan 
sudah cukup untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar. 
 
Bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar ketentuan sebagaimanana 
Surat dakwaan Jaksa Penuntunt Umum, dalam dakwaan Pertama: 
Pasal 81 ayat (2)  Undang-Undang no.23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak , terdakwa harus terbukti dan memenuhi unsur : 
1. Setiap Orang  
2. Dengan cara melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan  
3. Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang 
lain;  
 
Ad.1. Unsur setiap orang 
 bahwa barang siapa ,dimana perumusan undang-undang mengharuskan 
adanya unsur pribadi sebagai subyek hukum yang ada pada diri si 
pembuat, yang tanpa adalah pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat 
dipertanggung jawabkan dalam hal hal ini adalah terdakwa, oleh karena itu 
unsur Setiap Orang ini terpenuhi. 
Ad.2. Unsur dengan cara melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan. 
 Bahwa  dengan cara melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan 
haruslah dimaknai dengan melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap 
orang sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu. 
 Bahwa serangkaian kata bohong haruslah dimaknai di pakainya banyak 
kata-kata bohong, sedangkan satu kata bohong tidaklah cukup, oleh karena 
itu serangkaian kata bohong haruslah tersusun sedmikian rupa sehingga 
kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, 
sehingga keseluruhan merupakan cerita sesuatu seakan-akan benar adanya. 
 Bahwa sebaliknya,JPU tidak menguraikan apa yang dimaksud dengan 
melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan 
 
92 
 
 Bahwa bila disandingkan dengan kasus yang didakwakan JPU kepada 
Mukhammad Huda Faizin ,tidaklah tepat karena perbuatan Terdakwa 
dalam prolog sebelum melakukan perbuatan yang dilarang dengan 
mengatakan “aku seneng karo kowe” artinya aku senang/cinta dengan 
kamu”  dan “aku nek meteng piye” artinya kalau aku hamil bagaimana” 
maka di jawab oleh terdakwa “aku tanggung jawab, kowe tak nikah” 
artinya saya bertanggung jawab, kamu akan aku nikah/kawin; sebenarnya 
itu adalah ungkapan rasa cinta, rasa senang Terdakwa terhadap Saksi 
Riska Pujiati dan bukan melakukan tipu muslihat, atau serangkaian 
kebohongan, sebagaimana di dakwakan Jaksa Penuntut Umum(JPU) 
 Bahwa sesuai dengan keteranagn saksi-saksi mulai dari Roni Pati bin 
Sukarno, dan Ribut Wahono alias Item bin Budiyono maupun Saksi 
Korban Riska Pujiati sendiri, antara Terdakwa Mukhammad Huda 
Faizin dengan Riska Pujiati telah berpacaran dan keduanya juga sudah 
saling bertemu di tempat-tempat lain selain di rumah saksi Ribut Wahono 
alias Item 
 Bahwa perbuatan terlarang yang dilakukan oleh Mukhammad Huda 
Faizin dengan Riska Pujiati adalah suka sama suka, hal ini sesuai dengan 
keterang saksi Ribut Wahono, yang mengatakan Saksi Korban Riska 
Pujiati minta dikenalkan pada Terdakwa Huda Faizin karena saksi korban 
suka/senang dengan Terdakwa. 
 Bahwa dengan tanpa sepengetahuan Saksi Koraban Riska Pujiati Maupun 
terdakwa Mukhammad Huda Faizin dia mabil gambarnya oleh saksi Ribut 
Wahono, yang kemudian diketahui oleh khalayak tidaklah dapat 
dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, tetpi harus oleh saksi  Ribut 
Wahono, dan Roni yang ikut membantu dengan cara memanggul. 
 Bahwa oleh karena itu Unsur dengan cara melakukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan tidak terpenuhi sama seka 
  
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Ad.3.  Unsur Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya 
atau orang lain  
 Bahwa demikian juga dengan unsur membujuk anak melakukan 
persetubuhan dengannya atau orang lain ; membujuk melakukan pengaruh 
dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya untuk 
berbuat sesuatu dan apabila ia mengetahui permasalahannya dan akibatnya 
dia tidak akan berbuat demikian 
 Bahwa antara Terdakwa Huda Faizin dengan Saksi Korban Riska Pujiati 
sudah saling mengenal, saling pacaran, dan suka sama suka ,dan Riska 
Pujiati datang ke Rumah Saksi  Ribut Wahono tanpa paksaan/tipu 
muslihat sehingga sebelum melakukan perbuatan yang dilarang tersebut , 
telah terjadi prolog dengan mengatakan “aku seneng karo kowe” artinya 
aku senang/cinta dengan kamu”  dan “aku nek meteng piye” artinya kalau 
aku hamil bagaimana” maka di jawab oleh terdakwa “aku tanggung 
jawab, kowe tak nikah” artinya saya bertanggung jawab, kamu akan aku 
nikah/kawin; sebenarnya itu adalah ungkapan rasa cinta, rasa senang 
Terdakwa terhadap Saksi Riska Pujiati dan bukan melakukan tipu 
muslihat, atau serangkaian kebohongan,untuk melakukan persetubuhan, 
tetapi lebih di dasarkan suka sama suka dan saling mencintai. 
 Bahwa Oleh karena itu  Unsur Membujuk anak melakukan 
persetubuhan dengannya atau orang lain tidak terpenuhi sama sekali. 
Bahwa Penasehat Hukum sependapat dengan JPU dalam Dakwaan kedua 
,oleh karenanya JPU tidak menguraikan dan membuktikan  Pasal 287 ayat 
(1) KHUPidana, maka kami selaku kuasa hukum juga tidak 
menanggapinya. 
7. FAKTOR LAIN YANG PATUT DI PERHATIKAN : 
 Terdakwa memberikan keterangan apa adanya sesuai fakta di lapangan 
dan  tidak ada kesan berbelit-belit 
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 Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat jahat/mensrea untuk tidak 
bertanggung jawab atas perbuatannya yang semestinya tidak/belum 
waktunya di lakukan baik oleh Terdakwa mapun Saksi Riska Pujiati. 
 Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat jahat/mensrea untuk melarikan 
diri dari tanggung jawab atas perbuatannya karena terdakwa 
senang/mencintai Saksi Riska Pujiati 
 Bahwa Terdakwa melalaui orang tuanya untuk berdamai dengan jalan di 
kawinkan walaupun masih belum memenuhi syarat perkawinan 
sebagaimana di atur dalam pasal 7 ayat (1) UU no.1 tahun 1974 tentang 
perkawinan, namun tidak diterima oleh orang tuanya Saksi Riska Pujiati 
teruma dari Ibunya. 
 Bahwa disamping itu juga dapat dipertimbangkan saran dari Balai 
Pemasyarakatan (BAPAS) Wilayah Pati untuk diberikan hukuman 
berupa tindakan, yang ditempatkan di Magelang untuk di bina, 
sebagaina tugas-tugas BAPAS yang diatur dalam Pasal 34 Jo Pasal 56 
ayat (1)UU no.3 tahun 1997 tentang peradilan anak, dan hasil 
penelitiannya sudah disampaikan kepada Hakim Ketua  
 
8. PENUTUP DAN PERMOHONAN : 
Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka 
mohom kepada Bapak Hakim yang terhormat untuk  memberikan putusan 
sebagai berikut : 
1. Menyatakan terdakwa MUKHAMMAD HUDA FAIZIN als MOLO 
tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, telah melawan hukum 
dengan Melakukan tindak pidana dengan cara melawan hukum 
melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan 
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana 
diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang no.23 tahuin 2002 
Tantang Perlindungan anak. 
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2. Menyatakan terdakwa MUKHAMMAD HUDA FAIZIN als MOLO 
terbukti secara sah dan menyakinkan, telah  melakukan perbuatan yang 
dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan  perundang-
undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan 
berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, sebagimana diatur 
dalam pasal 1 angka 2 huruf b Undang-Undang no.3 tahun 1997 
3. Membebasakan MUKHAMMAD HUDA FAIZIN als MOLO dari 
segala dakwaan  yang bekenaan dengan pidana pokok dan tambahan 
karena malakukan perbuatan pidana dengan cara melawan hukum 
melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan 
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana 
diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang no.23 tahuin 2002 
Tantang Perlindungan anak 
4. Menjatuhkan Tindakan terhadap Terdakwa MUKHAMMAD HUDA 
FAIZIN als MOLO karena telah  melakukan perbuatan yang 
dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan  perundang-
undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan 
berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, sebagaimana ketentuan 
yang diatur dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang no.3 tahun 
1997 berupa : 
a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; 
b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, 
pembinaan, dan latihan kerja; atau 
c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial 
Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan 
latihan kerja. 
atau 
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Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan 
teguran dan syarat tambahan 
 
Sebagai penutup dari pembelaan ini, Penasihat Hukum Terdakwa 
MUKHAMMAD HUDA FAIZIN. Menyadari akan keterbatasan 
kemampuan, namun demikian kami telah berupaya untuk menggali 
kebenaran materiil selama proses persidangan berlangsung. 
Tidak berlebihan karenanya jika kami kemukakan, bahwa ada Jaksa  yang 
menuntut, ada Pembela yang membela dan Hakim yang memutus, maka 
kepada  Hakim Ketua Yang Mulia inilah kami serahkan untuk menilai dan 
memutuskan. Serta tidak pula berlebihan kiranya, jika kami mengutip 
sebuah Mutiara Hukum, yang mengatakan : “Hakim adalah mewakili 
Tuhan di dunia dalam melaksanakan keadilan dan kebajikan”.  Dan 
sesungguhnya atas Kuasa-Mu lah pemberi keadilan kepada hamba-hamba-
Mu, karena Engkaulah yang mempunyai sifat Maha Adil dan oleh 
karenanya berhak dan berwenang memberi keadilan. 
Akan tetapi dengan Firman-Firman yang telah Engkau titahkan kepada 
Rasul-Rasul-Mu, telah Engkau amanahkan tugas dan sifat tersebut kepada 
hamba-hamba-Mu (Hakim), untuk mengadili serta  berusaha memberi 
keadilan kepada sesama makhluk. 
Akhirul kata sepantasnya pula jika kami Penasihat Hukum Terdakwa 
MUKHAMMAD HUDA FAIZIN. Memanjatkan doa kepada Allah agar  
Hakim Ketua Yang Mulia diberi kekuatan iman dan keteguhan hati dalam 
menunaikan tugas yang telah diamanahkan kepadanya semata-mata 
menegakkan keadilan dan kebenaran terhadap sesama makhluk. 
 
B. Hukum Untuk Masyarakat/Manusia. 
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Seperti di katakana dalam bab pendahuluan “Hukum pada awalnya 
berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dan mempertahankan 
pola-pola kebiasaan yang sudah ada dalam masyarakat (Social Control), 
tetapi dalam perkembangannya hukum berfungsi sebagai sarana untuk 
mencapai tujuan (social Engineering) . Hukum dimanapun akan tumbuh 
dari cara hidup, pandangan hidup dan kebutuhan hidup masyarakatnya, 
sehingga hukum akan tumbuh dan berkembang bersama masyarakatnya; 
Hal ini sebagaimana diajarkan Rescoe Pound, bahwa hukum itu adalah 
lembaga kemasyarakatan untuk memenuhi kebutuhan sosial.
2
 Pandangan 
yang demikian berbeda dengan konsep hukum aliran sejarah yang 
dikemukakan oleh pendirinya Friedrich Von Savigny, dimana hukum di 
pandang sebagai ekspresi dari kesadaran hukum rakyat atau Volksgeist ( 
jiwa bangsa ) ; Yang dimaksud Volksgeist adalah falsafah hidup suatu 
bangsa atau pola kebudayaan yang tumbuh akibat pengalaman dan tradisi 
dimasa lampau. Hukum itu tumbuh bersama pertumbuhan masyarakat, 
menjadi kuat bersama kuatnya suatu bangsa. Hukum tersebut akan hilang 
bersama-sama dengan lenyapnya nasionalitas.
3
 Hukum dipahami sebagai 
suatu yang tumbuh dan berkembang secara alamiah dari dalam pergaulan 
masyarakat. Perundang-Undangan sebagai suatu cara pembuatan hukum 
secara sadar dengan sengaja dianggapnya sebagai suatu aktivitas yang 
tidak wajar, sehingga sesungguhnya tidak lebih hanya memberikan 
pengesahan saja terhadap norma-norma yang di bentuk secara informal 
oleh pergaulan hidup itu sendiri.
4
 “ senada dengan apa yang dikemukakan 
diatas,bahwa di dalam setiap masyarakat senantiasa terdapat berbagai 
kepentingan dari warganya. Di antara kepentingan itu ada yang bisa 
selaras dengan kepentingan yang lain, tetapi ada juga kepentingan yang 
memicu konflik dengan kepentingan yang lain. Untuk keperluan tersebut, 
                                                 
2
  Sunarjati Hartono, Capita Selecta Perbandingan Hukum ( Bandung, Alumni, 1968) halaman.58 
3
 Sulaiman Nitiatma, Hukum Yang Baik, (Semarang, GUPPI –Undaris- 1997) halaman 29 
4
  Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Masyarakat, ( Bandung, Angkasa, 1980 ) halaman.112. 
Bandingkan dengan pandangan  Soetandyo, Hukum, paradigm, Dan Dinamika Masalahnya-  
Masalah Pluralisme Dalam Sistem Hukum Nasional, dikatakan  old societies untuk masyarakat 
/komunitas lokal dan hukum lokal sebelum menuju nation state, Elsam, 2002.hal.301 
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hukum harus difungsikan menurut fungsi-fungsi tertentu untuk mencapai 
tujuannya. Dengan kata lain, fungsi hukum adalah menertibkan dan 
mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan konflik yang 
terjadi. Fungsi hukum menurut Franz Magnis Suseno, adalah untuk 
mengatasi konflik kepentingan. Dengan adanya hukum, konflik itu tidak 
lagi dipecahkan menurut siapa yang paling kuat, melainkan berdasarkan 
aturan yang berorientasi pada kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai 
objektif dengan tidak membedakan antara yang kuat dan yang lemah, dan 
orientasi itu disebut keadilan.  
Hukum sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering), menurut 
Satjipto Rahardjo, tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola 
kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan 
juga untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki, menghapuskan 
kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi dengan pola-pola kelakuan 
baru dan sebagainya. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi untuk 
mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan 
perubahan-perubahan dalam masyarakat. Melihat pada fungsi-fungsi 
hukum tersebut sebenarnya hukum di buat untuk masyarakat dan bukan 
untuk hukum itu sendiri, sehingga adagium kata “demi hukum “ hukum 
kita tegakkan walaupun langit runtuh dapat diredifinisi menjadi kata “kita 
tegakkan hukum jangan sampai langit runtuh” 
Oleh karena itu sesuai dan sejalan  dengan pendapat mantan Ketua 
Mahkamah Agung Bagir Manan “Praktek mediasi tidak bertentangan 
dengan tujuan atau fungsi hukum seperti fungsi memulihkan ketentraman, 
memelihara perdamain dalam masyarakat, karena itu sangat baik kalau 
dijalankan; Lebih dari itu upaya damai/mediasi semacam itu harus 
membawa konsekwensi hukum yaitu menutup perkara begitu dicapai 
perdamain. “Doktrin yang mengatakan sifat pidana tidak hapus sehingga 
perkara akan tetap di teruskan walau ada perdamain, mestinya dihapuskan. 
Dapat saja sifat pidana tidak hapus tetapi perdamain menghilangkan atau 
menghapuskan hak menuntut/memperkarakan” 
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C. Hukum Keseimbangan 
 
Dalam kehidupan manusia agar terjadi keserasian hidu di perlukan 
keseimbangan, yitu keseimbangan antara : 
 Keserasian kehidupan pribadi  
 Keserasian kehidupan antar pribadi 
Keserasian antara dirinya dengan Sang Maha Kuasa/ Pencipta, yang 
tercakup dalam bidang keimanan dan keserasian antara dirinya dengan hati 
nurani, yang tercakup dalam  bidang akhlak.  
Keserasian dalam pergaulan hidup dengan sesamanya yang tercakup 
dalam bidang kesopanan / sopan santun.  
Keserasian antara ketertiban dengan kebebasan / ketentraman dalam 
pergaulan hidup, yang tercakup dalam bidang kedamaian/ hukum. 
Pelanggaran hukum, dari tingkat yang paling sederhana sampai 
ketingkat yang paling sulit semua bidang kehidupanakan  terus berlanjut 
bila aktivitas yang kita lakukan yaitu penegakan hukum tidak disertai 
pemahaman bahwa manusia merupakan insan pokok sebagai pelaku utama 
dalam segala kegiatan untuk mewujudkan keadilan , mengingat legalwd 
system is not a machine; it is run by human beings, maka untuk 
mewujudkan keadilan, faktor  manusia – perilakunya-  tidak hanya dilihat 
dari apa yang tampak oleh paca indera kita, tetapi juga  memahami 
manusia dalam proses penegakan hukum selalu melakukan interaksi 
dengan lingkungannya yang dilandasi oleh budaya agar bungan mereka 
lebih bermakna; Hubungan mereka dalam rangka memenuhi kebutuhan-
kebutuhannya agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur, karena 
ketertiban merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan 
manusia di dalam masyarakat. 
Setiap perundang-undangan yang dibuat selalu didasari sejumlah 
asas atau prinsip dasar. Kata asas ialah dasar atau alas , sedang kata prinsip 
merupakan sino-nimnya. Asas hukum merupakan fondasi suatu 
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perundang-undangan. Bila asas tersebut dikesampingkan, maka bangunan 
undang-undang dan segenap peraturan pelaksananya akan runtuh. Sudikno 
Mertokusumo  memberikan pandangan asas hukum sebagai berikut: 
“ bahwa asas hukum bukan merupakan hukum kongkrit, melainkan 
merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar 
belakang peraturan kongkrit yang terdapat di dalam dan di belakang, setiap 
sistem hukum. Hal ini terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan 
putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan 
dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan 
kongkrit tersebut. 
Menurut Paul Scholten (seorang sarjana belanda) mengatakan 
bahwa tujuan diciptakannya hukum  itu ialah untuk mendatangkan 
keseimbangan/keselarasan antara : 
1. Kepribadian dengan masyarakat/kepentingsan individual dan komunal  
2. Kesamaan manusia dengan kewibawaan / kewenangan otoritas dan 
populis  
Memberantas kejahatan dan mendatangkan kebaikan/amar ma’ruf nahi 
munkar dan mencari keseimbangan terhadap ketiga hal tersebut dapat 
menunjang ketertiban dalam masyarakat dan tegaknya keadilan yang 
merupakan sendinya hukum.  Menurut Radbruch tujuan hukum itu 
berorientasi pada 3 (tiga) hal yaitu : Kepastian hukum, Keadilan dan daya 
guna senantiasa dalam posisi seimbang dalam suatu sistem. 
 
